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DAFTAR ISTILAH
Distric magnitude : Jumlah kursi yang tersedia untuk diperebutkan dalam satu daerah

pemilihan (electoral district) dalam suatu sistem pemilu. Besarnya district magnitude sangat

memengaruhi proporsionalitas hasil pemilu dan representasi partai-partai politik.

Judicial review : Proses di mana pengadilan menilai apakah sebuah undang-undang atau
peraturan bertentangan dengan konstitusi (UUD). Jika ada aturan yang dianggap melanggar
hak warga negara, tidak adil, atau tidak sesuai dengan UUD 1945, maka pengadilan seperti

Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan aturan itu.

Ketidakadilan intolerable : Bentuk ketidakadilan yang sedemikian berat atau mendalam

sehingga dapat ditoleransi dalam suatu sistem hukum atau masyarakat demokratis.

Legal standing : Hak seseorang atau kelompok untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
Orang atau kelompok itu harus memiliki kepentingan langsung dan nyata terhadap masalah

hukum yang diajukan.

Oligarki Politik : Situasi di mana kekuasaan dan keputusan politik dikuasai oleh segilintir orang
atau kelompok elite yang kuat, seperti pengusaha besar, pejabat tinggi, atau keluarga

berpengaruh.

Open legal policy : Kebijakan hukum yang dibuat dengan cara terbuka dan transparan, agar

semua orang bisa tahu dan ikut memberi pendapat.

Pemilihan Umum Proporsional : Sistem pemilu di mana jumlah kursi yang didapatkan oleh
partai politik di parlemen (DPR, DPRD) disesuaikan dengan jumlah suara yang mereka peroleh

dalam pemilu.

Perludem : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sebuah organisasi non pemerintah di

Indonesia yang bergerak di bidang pemilu, demokrasi, dan reformasi hukum pemilu.
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Sistem Presidensiil : Sistem pemerintahan di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan. Artinya, presiden punya tanggung jawab penuh menjalankan
pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat (atau melalui sistem pemilu tertentu), bukan

dipilih oleh parlemen.

YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia merupakan sebuah organisasi non
pemerintah yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang

mampu dan advokasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
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